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NOMOR 18 TAHUN 2020
' TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA BALITA :

HOLISTIK INTEGRATIF

a. bahwa dalam rangka peningkatan kuahtas tumbuh

kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

'rmnatnya perlu adanya layanan yang holistik 1ntegrat1f ‘

antara Bina Keluarga Balita,Pendidikan Anak U31a Dini =~ .

dan Pos Pelayanan 'I‘erpadu

.‘bahwa ‘untuk rnen]armn pemenuhan hak tumbuh anak

~usia dini; dlperlukan upaya penlngkatan kesehatan, gizi,

perawatan, pengasuhan, perhndungan kese_]ahteraan, dan

}rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan,

sistematis, ~ menyeluruh, tenntegra51 : dan

berkesmambungan melalu1 Blna Keluarga Bahta Hohstlk

’Integratlf dan _
. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

‘Bupvati téntang Pedoman Penyélenggaraan Bina Keluarga'

Balita Holistik Integratif;

.Undang—Undang Nomor 13 vTathin 1930 tenfang'.

Pembentukan  Daerah-Daerah Kab'upétén' Dalam .

,‘ngkungan Prop1n51 Jawa Tengah o -
, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tenta‘ng’

Kesejahteraan Anak (Lernbaran Negara Republik Indonesia

: Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lernbaran Negara'

Repubhk Indone51a Nomor 3143),




R

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun = 2002 tentang
'Perlindungan Anak (Lembarén Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), sebagalmana telah
diubah beberapa kali terakhir dcnganfUndahg—Undang ‘
Nomor 17 Tahun 2016 tentang - penetapan" Peraturan

| Pemerintah Pengganti Undang-'Undang' Nomor 1 Tahun .

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mcnjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5946); ,

. U‘rid}ang-}U'ndan'g Nomor 52 Tahun 2009 tentang
_Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
 Keluarga (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
_ 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indoncsxa Nomor 5080), ‘ |

. Undang—Undang Nomor 23 Tahun - 2014 teritang B

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk o

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran o

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah ‘beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IhdoneSia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); ‘

. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 20 14 tentang
| Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Ke'itiarga BerexiCana, dan Sistem Informasi -
Keluarga (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614}; | N . -
. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146); FE ' |




Menetapkan

. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga‘.
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan  Bina Kleuarga Balita Holistik Integratif
~ (BKB HI); ' |

. Peraturan Daerah -Kabupaten Karanganyar fNomor 5
Tahun 2016 fentang Pényelenggaraan- Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 201‘6‘ _
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten.

- Karanganyar Nomor 57).

MEMUTUSKAN;

PERATURAN  BUPATI TENTANG  PEDOMAN
PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK
INTEGRATIF | |
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

vvpenyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

~ pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada

'Pemerintah Kabupaten Karanganyar

.- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlmdungan Anak dan '

Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APPKB,

‘adalah  perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok,

fungsi dan urusan dibidang penyelengga-raan

Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.



10.

11.

12.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan _ rumah tangga dévvsanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. _ ‘
Lurah adalah pimpinan dari kelurahan yang bertugas

" melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan

oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan
Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lalnnyag
berdasarkan ketentua.n Peraturan perundang-undangan.

Keluarga adalah unlt terkecil dalam masyarakat yang terdiri

‘dari suam1-1str1 ~atau suami-istri dan anaknya, atau ayah

dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedaraht
dalam garis lurus keatas atau kebawah sampa1 dengan
derajat ketiga. B v
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan:
belas) tahun.

Bina Keluarga Balita yang dalam peraturan 1n1 dlsebut BKB
adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota"
keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh
kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental,
intelektual, emosional, spiritual; sosial, dan moral untuk 3
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam
rangka  meningkatkan  kesertaan pembinaan  dan
kemandirian ber-KB b’agi’ Pasangan Usia Subur (PUS)
anggota kelompok kegiatan.

BKB Holistik Integratif adalah layanan penyuluhan bagl )
orang tua dan anggota keluarga , lamnya tentang-
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kémbarig‘anak yang
dilakukan secara stimultan,  sistematis, | menyeluruh,
terinfégrasi, dan berkesinambungan dengari ; prografn v
pengembangan anak usia dini lainnya dalam rangka
memenuhi kebutuhan dasar anak. ' |
Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB, adalah
upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,
perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak rcproduksivA

untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.



13.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posya'nc:lu,

14.

* stimulasi fisik, mental, intelektual, emoswnal, splrltual,'

15.

16.

17.

18.

19.

adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya
niasyarakat yang dikelbla dan diselenggarakan dari, 61eh‘
dan untuk masyarakat. - |

Kelompok BKB adalah wadah keglatan pcnyuluhan bag1

orang tua dan anggota keluarga lamnya dalam mengasuh”“

dan membma tumbuh kembang anak melalui kegiatan

sosial, dan moral.

Pengelola BKB adalah orang atau. lembaga yang

melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pemantauan, dan penilaian program BKB.
Pelaksana BKB adalah kader yang melaksanakan kegiatan
BKB. o

Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara

sukarela dalam membina dan memberi penyﬁluhan' kepada

orang tua dan keluarga dikelompok BKB. -
BKB kit adalah adalah seperangkat alat permainan edukatif
dan seperangkat media berisi materi untuk meningkatl{an
pengasuhan dan pembmaan tumbuh kembang bahta atau
anak usia prasekolah. ' ,
Pendidikan Anak Usia Dini yang selan_lutnya d1sebut PAUD
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahuh yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangahljésméni dan
rohani agar memiliki’ kes1apan dalam memasuk1 pend1d1kan
lebih lanjut . ”

_ BAB II
TUJUAN, MAKSUD, SASARAN PENGGUNA

DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a.
b.

terselenggaranya pelayanan BKB Holistik Integratif;

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan

‘pelaksana tentang penyelenggaraan BKB holistik integratif;

dan

memantapkan dan menguatkan kelompok kegiatan BKB

Holistik Integratif.



Pasal 3

Peraturan Bupati Karanganyar ini dlmaksudkan sebagal acuan

dalam Penyclcnggaraan Program BKB Holistik Integratif di tingkat

kabupatén, kecamatan, kelurahan /desa.

a.
b. mitra kerja (tim penggerak PKK/TP PKK);
c.

d. pengelola BKB dan institusi terkait. -

Pasal 4

~ Sasaran pengguna Peraturan Bupati ini meliputi:

Perangkat Daerah ;

lembaga swadaya dan organisasi masyarakat; dan - |

Pasal 5

Ruang llngkup Peraturan Bupatl ini mehputl

a.

L L

kebijakan dan strategi;
perencanaan;

pelaksanaan‘ teknis;
pencatatan dan pelaporan;

pemantauan dan evaluasi.

BAB Il
PENGELOLAAN BKB HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan BKB Holistik Integratif, meliputi:

gRom e a0 TP

(oY
-

- pengembangan kebijakan dan strategi operasional;

pembentukan dan pengembangan kelompok;
pengembangan dan penyediaan sarana BKB kit;
pelatihan dan orientasi;

sosialisasi; R ,
kerja sama dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait;
pembinaan dan monitoring;

pencatatan dan pelaporan; dan

pembiayaan.




Pasal 7

vPengembangan kebuakan dan strategi operasmnal sebagaimana

‘dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari persmpan dan

perencanaan, meliputi:
a. membentuk pokjanal ketahanan BKB dan anak tingkat Daerah

yang diatur. dengan keputusan Bupat1 dan pokJanal tingkat

‘kecamatan yang diatur dengan keputusan camat;

;b merencanakan pengembangan program dan anggaran yang

tertuang dalam APBD;

.menjabarkan konsep kebijakan pelaksanaan program tentang

pengasuhan dan pemblnaan tumbuh kembang anak;

.mengembangkan kajian, inbvasi, dan pengembangan peta kerja

dalam merumuskan kebijakan dan strategi;

. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas

~ sektor terkaJt

melaksanakan program dan anggaran sesuai rencana kegiatan;

. melaksanakan keglatan sesuai dcngan pedoman dan Peraturan

daerah dan

'_ h menylapkan data dalam rangka pengembangan model kelompok

BKB Holistik Integratif.

Pé.sal 8‘ '

Pembentukan dan pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif

dilakukan secara berjenjang dan dilakukan melalui persiapan dan

pelaksanaan, meliputi:

a.

identifikasi poten51 kelompok-kelompok sasaran sesuai kriteria
kelompok BKB tingkat dusun; v

meIakukan' - koordinasi dengan | perangkat aaerah . ‘yang
menangani BKB, Posyandu dan PAUD untuk mendapatkan’
dukungan dari tokoh formal dan non formal; , '
menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan BKB f
Holistik Integratif ; : . .
menylapkan tenaga pengelola dan kader BKB HOllStlk Intcgranf |
di setlap tingkat dusun;

memilih kelompok BKB sesuai dengan kntena

rekapltula81 form K/O/BKB/ 2015 dan ,
melakukan pembinaan kepada pokjanal tmgkat kecamatan



»°

A ‘ Pasal 9
Pengembangan dan penyediaan sarana BKB kit dilakukan melalui
tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi:
" a. mendata kelompok yang berhak menerima BKB kit; |
b. menyediakan anggaran untuk pengadaan BKB kit;
c. menggahdakan BKB kit sesuai anggaran yang ada;
d. mendistribusikan BKB kit kepada kelompok BKB Holistik
Integratif; dan - | |
e. melakukan sosialisasi penggunaan BKB kit kepada kelompok
BKB Holistik Integratif. |

Pasal 10 |
Pelatihan dan Orientasi bagi kader dan mitra kerja kecamatan

dilakukan melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, meliputi:

- a. menyiapkan anggaran pelatihan dan orientasi bagi kader BKB

Holistik Integratif;
b. menyiapkan jadwal dan peserta pelatihan dan orientasi;
c. menyelenggarakan pelatihan dan orientasi bagi kader dan mitra
kerja kecamatan; ; ’ ’
- d. membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan orientasi; dan

e. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dan orientasi.

_ Pasalz 11
‘Persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi program ketahanan BKB dan

anak dilakukan secara berjenjang melalui tahapan:

a. menyiapkan anggaran sosialisasi;
b, menyiapkan jadwal dan peserta sosialisasi; dan ‘
c. melakukan sosialisasi program ketahanan BKB Holistik
Integratif dan anak kepada sektor terkait dan mitra kerja BKB

melalui forum yang ada.



. v | - Pasal 12
- Kerjasama dengan hntas sektor dan mitra kerja terkait dilakukan
melalui tahapan pcr31apan dan pelaksanaan, mehputl |
a. mengmvetansasx mitra kerja sebagaimana dlrnaksud dalam
pésal 4 huruf b dén perangkat daerah sesuai dengan bidang
penanganan tentang anak »
b. menyiapkan anggaran koordmam,
c. melakukan koordmam dengan mltra kerja dan lintas sektor
terkalt ’
d. melaksanakan kegxatan sesuai dengan Peraturan Bupati dan Ke
yang ada; dan =~

e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penanganan anak.

| ' Pasal 13 |
Pembinaan dan monitoring dilakukan melalui tahapan persiapan
dan pelaksanaan, meliputi: | » |
a. menyusun anggaran untuk keperluan monitoring dan evalua31
b. menyusun jadwal pemantauan ke kecamatan;
‘c. menyelenggarakan pertemuan evaluasi;
“d. melaksanakan kunjungan lapangan ke kelompok BKB Hohstlk
Integranf .
.-e. | melaksanakan penllalan kelompok BKB Holistik Integratlf
pengelola BKB Hollsuk Integratif kecamatan dan kader BKB
Holistik Integratlf terbauk dan »

1. membuat laporan tentang perkembangan keglatan BKB secara
" berkala. ‘ ‘ '

. Pasal 14 v
Pencatatan dah pelaporan kelompok kegiatan BKB dilakukan secara
beqcnjang di mulai darl tingkat kelompok ‘kecamatan dan Daerah,
yang dilakukan melalux tahapan persmpan dan pelaksanaan,
mehputl o
a. menyiapkan ~dukungan = anggaran untuk pelaksanaan _f

pencatatan dan pelaporan data kelompok BKB;"



b. méhyiapkan sarana dan prasarana untuk’ pencatatan dan
| pélaporan serta sistem informasi data basis kelompok BKB;
c. menyiapkan tenaga operator untuk sistem informasi databasis
~ kelompok BKB; - -
d. melakukan pengkmlan laporan perkembangan kelompok BKB’_
pada data basis kelompok BKB melalui sistem informasi
keluarga ;‘(SIGA) dengan website aiplikasi.bkkbn.go.id‘ secara
berkala; dan ' v _
e. melalui evaluasi secara berkala serta evaluasi akhxr terhadap |

hasil pencatatan dan pelaporan

| BABIV
PELAKSANAAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum
_ Pasal 15
Pelaksanaan teknis BKB Holistik Integratif meliputi :
a. ‘pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif;

4

model pengembangan BKB Holistik Integratif;
penyuluhan;
pemantauan tumbuh kembang;

kunjungan rumah; dan

o S Vo

rujukan.

. Bagian Kedua
~ Pembentukan BKB Holistik Integratif -

‘Pasal 16

(1) Pembentukan kelompok BKB Holistik Integrauf dllakuka.n
~ dari BKB yang sudah ada. ’

 (2) Mekanisme Pembentukan BKB Holistik Integratif dengan

- melakukan identifikasi pbtensi untuk memetakan potensi dan

~ permasalahan wilayah meliputi:



a. gambaran BKB, PAUD dan Posyandu, yang akan
melakukan ‘pengintegrasilan sebagai BKB Holistik
Integratif; | o | e
jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 - 6 tahun;
Jumlah ibu hamil;

kader yang bersedxa membantu dalam keglatan,

L L

kepedulian dan partls1pasx masyarakat untuk mendukung

kegiatan; dan
f. sarana dan prasarana. |

(3) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selahjutnya membuat kesepakatan
bersama tokoh »masyarakat,perangkat Daerah, lembaga
swadaya masyarakat Tim Penggerak PKK dan perangkat
desa/kelurahan. '

(4) Pendirian BKB Holistik Integratif ditetapkan 'de_:ngan
keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kétiga‘
Model Pengembangan BKB Holistik Integratif

, Pasal 17 v o
(1) Model pengembangan BKB Holistik Integratif didasarkan pada
upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi
kebutuhan dasar anak yang beragam dan saling terkait secara
simultan, sistematis dan terintegrasi, untuk dapat .
memudahkan pemberian pelayahan dasar terhadap anak usia
| dini sekaligus memperkuat kegiatan BKB agar semakin eksis.
(2) Pengcmbangan BKB Holistik Integratif sebagaimana dimakSud
ayat (1) meliputi: -
a. kegiatan BKB Holistik Integratif bisa dilaksanakan dalam

tempat hari dan tanggal yang sama antara BKB PAUD dan
Posyandu ‘



b. keglatan BKB Hohsuk Integratif blsa dllaksanakan dalam
tempat dan waktu yang berbeda antara BKB, PAUD dan
Posyandu ' v o o

c. kegiatan BKB Holistik Integratxf sebagaxmana dxmaksud

" pada  huruf b dllaksanakan dengan berfokus pada

. keterpaduan materi, anggaran dan penggunaan sarana yang
' dilaksanakan atas dasar kebersamaan demi mencapai tujuan

bersama.

- Bagian Keempat

Penyuluhan

| Pasal 18 |
(1) Penyuluhan dilakukan secara terstruktur dan dilakukan
- pertcmuah minimal 1 (satu) bulan sekali.
(2) ~ Mekanisme ’pelaksanaan pertemua penyuluhan adalah:
‘a. waktu; | A
'b. icmpat; dan B
C. jadwalvmatefi 'penyuluhan.
(3)} Penyampbaian rhateri dan‘ tatalaksana pcrtémuan

vpenyuluhan sebagaxmana dimaksud pada ayat - (2)

tercantum dalam Lamplran I yang mcrupakan baglan

tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

- Pemantauan Tumbuh Kembang -

, , Pasal 19 , : , v
(1) Pemantauan tumbuh kembang Anak dllakukan dengan kartu
‘kembang Anak. | :
(2) Kartu- kembang Anak scbagalmana dimaksud pada ayat (1)

d1tetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan "
yang berlaku. '



Bagian Keenam

‘Kunjungan Rumah

. . Pasal 20 o
(1) Apabila orang tua balita tidak hadir dua kali berturut- turut
dalam pertemuan BKB, kader harus melakukan kunjungan
rumah. - |
(2) Kunjungan rumah_ bertujuan . untuk “memantau
- pertumbuhan anak melalui kartu kembang anak.

Bégian Ketujuh
" Ruyjukan

. Pasal 21 _ ‘
(1) Anak balita yang tidak dapat melaksanakan tugas
perkembangén tertentu selama tiga bulan berturut-turut sesuai
dengan tingkat perkembangan yang harus dicapai pada kartu
kembang anak, maka . dapat diberikan rujukan; |
(2) Tempat rujukan meliputi: .
a. puskemas;
b. praktek bidan;
c. praktek dokter; dan
d. psikoiog. o

| 'BABV
KADER, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
- Kader

| Pasal 22
(1) Kelompok BKB terdiri dari 6 (enam) kelompok umur meliputi:
a. 0-1 Tahun -

1-2 Tahun

2-3 Tahun

3-4 Tahun

4-5 Tahun

5-6 Tahun

- 0 A o0 o



(2) Setiap kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari tiga orang kader BKB.
(3) Kader BKB terdiri dan .

a. kader inti = bertugas sebagai penyuluh vyang
menyampaikan materi kepada orang tua dan bertanggung
jawab atas jalannya penyuluhan; e |

b. kader piket bertugas mengastih anak balita yang ikut
orangtuanya ke tempat penyuluhan dan -

c. kader bantu bertugas mebantu tugas kader 1nt1 dan kader
piket, serta menggantlkan tugas kader inti dan kader piket
apabila berhalangan hadir. |

(4) Tugas kader BKB meliputi; _

a. memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang
telah ditentukan; '

b. mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB
dan anak balita;

c. memberikan pelayanan dan ~mengadakan kunjungan
rumabh; -

d. memotivasi orangtua untuk merujuk anak yang
mengalami masalah tumbuh kembang; dan |

e membuat Iaporan keglatan |

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 23
(1) Sarana penyuluhan yang ada di kelompok BKB terdiri dari:
a. materi penyuluhan; dan B
b. media BKB. _
- (2) Materi  penyuluhan sébagairnana dimaksud pada huruf a
ayat ( 1) terdiri dari:
a. lembar balik;
b. beberan/ poster lipat; dan |

c. kantong wasiat.



(3) Medla BKB sebagalmana dlrnaksud pada huruf b ayat (1)
terdiri dari: \ ‘
a. alat permaman edukatlf |
;b dongeng dan cerita; dan

‘c. musik dan lagu.

- Bagian Ketiga

Prasarana

Pasal 24 N ,
‘Prasarana penyuluhan adalah segala sesuatu yang merupakan
vpenun_lang utama terselenggaranya keglatan penyuluhan, dalam
| hal ini berkaltan dcngan keglatan BKB Hohstxk Integratlf terdln
dari: | | |
a. tempat penyxmpanan maten dan media penyuluhan,
. }papan nama kelompok; v -
. Kartu Kembang Anak (KKA);

. buku admmxstra& kelompok dan

a o .U‘_-‘

) 'alat tulis.

o

BABVI |
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN |

Pasal 25
N 1) Kelompok Kerja Operaswnal Daerah dan Kecamatan melakukan

pemantauan dan Evaluasx terhadap penyelenggaraan 'BKB |
Hohsuk Integrauf dan melaporkan ‘kepada Bupatl secara
berkala m1n1mal 1 (satu) kah dalam setahun atau sewaktu'f'
dlperlukan, ' ’
(2) Kader BKB pelaksana pada BKB Hohstlk Integrauf memben :
| “laporan - kepada = Bupati- melalui Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Pérlindungan 'Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;




 BABVI
PEMBIAYAAN

 Pasal 26
- Biaya yang t1mbul sebaga1 akibat dltetapkannya Peraturan Bupati
ini dibebankan pada ' ,
a. anggaran pendapatan dan belan_]a daerah dan/ atau.

b. sumber dana lain yang sah dan tidak menglkat

'BABVII .
'KETENTUAN PENUTUP
| . Pasal 27
Peraturan Bupau ini mula1 berlaku pada tanggal dxundangkan
Agar senap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatx ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar.

v D1tetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Februan 2020
BUPATI K_ARANGANYAR,

ttd
, - JULIYATMONO
Dmndangkan di Karanganyar ‘
pada tanggal 21 Februari 2020 B
SEKRE’I‘ARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,'-_ :

ud

| - SUTARNO | o .
BERITA DAERAH KABUPA’I‘EN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 18

Sa.hnan sesuai dengan ashnya
' SEKRETARIAT DAERAH




' LAMPIRAN

- NOMOR
TENTANG

'+ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. , » 18 TAHUN 2020 |

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BINA
. KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

PETUNJUK PENYAMPAIAN MATERI PENYULUHAN |

| NO

( “ MATERI | PERTEMUAN
1. Pcrencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang Perternuan 1
o tua terhadap masa depan anak | |
2. M_emahami konsep diri yang 'positif dan konsep Pertemuan 2
| péngasuhan - o | |
3. | Peran orang tua dan keterhbatan ayah dalam - Pertemuan 3
o pengasuhan '
4. | Menjaga anak usia dini- Pertemuan 4
S. | Pemenuhan gizi anak usia dini Pertemuan 5
6. Pémbiésaan periiaku hidup bers_ih dan sehat Pertemuan 6
(PPHBS) pada anak usia dini |
7. Stlmulam rangsangan perkembangan gerakan kasar Pertemuan 7
| dan gerakan halus )
8. | Stimulasi (rangsangan), perkembangan, komumka31 Pertemuan 8
v aktlf komunikasi paSIf dan kecerdasan. | |
9. Stlrnula51 perkembangan menolong dm sendln dan . Pertemuan 9
| txngkah laku sosial | |
& 10.- Pengenalan kesehatan reproduksn pada anak usia{ Pertemuan 10
. d1n1 | o
1L Perlmdungan anak Pértemuan 11
112 Men_]aga anak dari pengaruh media Pertemuan 12
13. | Pembentukan karakter anak usia dini

Pertemuan 13 -

 BUPATI KARANGANYAR,

Ctd

~ JULIYATMONO




